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Tentang

Hak Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Kemudahan Atas Sarana Dan
Prasarana Umum, Memperoleh Pekerjaan Yang Layak Dan Hak Atas
Penyebutan Yang Layak Tanpa Menyebutkan Kata Cacat

Pemohon : Putu Bagus Dian Rendragraha dan Simon Petrus Simbolon.

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pokok Perkara . Pengujian Materiil Pasal 24 angka 4, Pasal 24 angka 13, Pasal 24
angka 24, Pasal 24 angka 28, Pasal 61 angka 7, Pasal 81 angka 15,
Penjelasan Pasal 55 angka 3 UU 11/2020 bertentangan dengan UUD
1945.

Amar Putusan . Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan : Kamis, 25 November 2021

Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon | sampai dengan Pemohon Il adalah warga negara Indonesia,
penyandang disabilitas, mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh
dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji
konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut UU 11/2020, sehingga Mahkamah berwenang menguiji
permohonan a quo.

Bahwa para Pemohon sebagai penyandang disabilitas merasa telah kehilangan
perlakuan khusus dan kemudahan aksesibilitas bangunan gedung akibat dihapusnya
ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(selanjutnya disebut UU 28/2002) diubah menjadi Pasal 24 angka 24 UU 11/2020, Bahwa
Pasal 24 angka 4 UU 11/2020 yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU 28/2002, Pasal 24 angka
13 UU 11/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 16 UU 28/2002, Pasal 24 angka 28 UU
11/2020 yang menghapus ketentuan Pasal 31 UU 28/2002 bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa penggunaan frasa “orang cacat” dalam Pasal 61 angka 7 yang mengubah Pasal
29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (selanjutnya
disebut UU 44/2009) telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang
diatur dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan menimbulkan kebingungan bagi Pemohon II
dalam menentukan pemakaian frasa yang menunjukkan tentang keadaan keterbatasan fisik
seseorang dalam judul skripsinya, apakah menggunakan frasa “Penyandang Disabilitas”
seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas atau
“Orang Cacat” seperti yang diatur dalam Pasal 61 angka 7 UU 11/2020. Bahwa Pasal 81 angka
15 telah mengubah ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Undang-Undang Nomor



13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 13/2003) khususnya terkait
dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bahwa Penjelasan Pasal 55 angka 3 yang
mengubah ketentuan penjelasan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas (selanjutnya disebut UU 22/2009) masih menggunakan frasa "penyandang
cacat" hal ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya
sebagaimana diuraikan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil para Pemohon perihal
inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah,
para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-
bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berkaitan dengan pengujian formil UU 11/2020 telah diputus oleh Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVI11/2020, bertanggal 25 November
2021, yang telah diucapkan sebelumnya dengan amar yang dalam pokok permohonan
menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il tidak dapat diterima;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon Ill, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI
untuk sebagian;

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam
waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan
perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah
ditentukan dalam putusan ini;

5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila
dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang
tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-
pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis
dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana
baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dalam putusan berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut terdapat 4
(empat) orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion),
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yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Daniel
Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul.

Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020
tersebut, telah ternyata terhadap UU 11/2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan
putusan dimaksud mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Sehingga,
terhadap permohonan pengujian materil a quo tidak relevan lagi untuk dilanjutkan
pemeriksaannya, karena objek permohonan yang diajukan Pemohon tidak lagi sebagaimana
substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Terlebih lagi, dengan
mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka terhadap
permohonan pengujian materiil a quo harus dinyatakan kehilangan objek.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amar putusannya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



